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a . bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, 
transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan 
daerah harus dilakukan dengan tertib, taat pada 
peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, 
ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan 
memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat 
untuk masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas publik 
yang baik (Wajar Tanpa Pengecualian); 

b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 151 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka Pengelolaan 
Keuangan Daerah harus diatur oleh Pemerintah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312, sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma dan 
Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia! Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republlik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4025); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4026); 

14-. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 ten tang 
Sistem Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 



23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana 
terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 
Tahun 2012; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 



35. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 20 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2009 Nomor 118); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 23 Tahun 2013 
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR 

dan 

Menetapkan 

BUPATIKAUR 

MEMUTUSKAN : 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK­
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama 
Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur. 

4. Bupati adalah Bupati Kaur. 

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kaur. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur. 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kaur yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan aset yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

8 . Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan Kabupaten Kaur 
yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. 

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah APBD Pemerintah Kabupaten Kaur yang merupakan suatu 
Rencana Keuangan Tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Daerah tentang APBD. 



11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kaur yang bertanggung 
jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintahan selaku pengguna anggaran yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Dinas Daerah, Badan/Lembaga Teknis Daerah dan kecamatan. 

12. Organisasi adalah unsur Pemerintah Kabupaten Kaur yang terdiri dari 
DPRD Kaur, Bupati/Wakil Bupati dan SKPD Kabupaten Kaur. 

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati Kaur 
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban 
menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan 
tersebut kepada DPRD Kabupaten Kaur. 

14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kaur yang 
melaksanakan pengelolaan APBD. 

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah Pejabat yang ditunjuk Bupati Kaur yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah (BUD). 

16. Kepala SKPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kaur yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD. 

17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

18. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD 
yang dipimpinnya. 

19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Kaur. 

20. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 
adalah pejabat pada DPPKAD Kabupaten Kaur yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas BUD. 

21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pada Pemerintah Kabupaten 
Kaur yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PPKD. 

22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK­
SKPD adalah pejabat pada Pemerintah Kabupaten Kaur yang 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

23. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya disingkat PPK­
PPKD adalah pejabat pada Kabupaten Kaur yang melaksanakan fungsi tata 
usaha keuangan pada PPKD. 

24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja SKPD Kabupaten Kaur yang melaksanakan satu 
atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya. 

25. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat 
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. 

26. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit 
organisasi/unit kerja Pemerin tah Daerah yang berfungsi melaksanakan 
pengadaan barang/ jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau 
melekat pada unit yang sudah ada. 
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27. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional pada Pemerintah 
Kabupaten Kaur yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

28. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional pada Pemerintah 
Kabupaten Kaur yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPD. 

29 . Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan pada Kabupaten Kaur yang 
terdiri atas satu atau lebih entitias akuntansi yang menurut peraturan 
perudang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
berupalaporankeuangan. 

30. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang 
pada Kabupaten Kaur dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan 
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada 
entitas pelaporan. 

31. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD Kabupaten Kaur yang melaksanakan 
satu atau beberapa program. 

32. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 
Kaur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 
sampai dengan Tahun 2025. 

33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Kaur untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

34. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan 
Kabupaten Kaur untuk periode 1 (satu) tahun. 

35. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 
tim pada Kabupaten Kaur yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang 
anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat 
lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

36. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
pada Kabupaten Kaur yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

37. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran 
pada Pemerintah Kabupaten Kaur yang diberikan kepada SKPD untuk 
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum 
disepakati dengan DPRD. 

38. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah 
Kabupaten Kaur yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja 
program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. 

39. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran 
DPPJ(AD selaku Bendahara Umum Daerah. 
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belanja guna me~~:~:~~~ecara t~rintegrasi untuk seluruh jenis 

prinsip pencapaian efisiensi a1::a:i d~=~enntahan yang didasarkan pada 

~ngsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang 

dllaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 

Urusan Pemeri~tahan a?alah_ fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi 

hak dan kewaJ1ban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan 

untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi 

kewenangannya dalarn rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan 

mensejahterakan masyarakat. 

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk dan upaya yang 

berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 

disediakan untuk mencapai basil yang terukur sesuai misi SKPD. 

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya 

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 

barang/ jasa. 

48. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau 

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

49. Keluaran (output) adalah barang a tau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 

program dan kebijakan. 

50. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

51. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 

52 . Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang 

daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 

penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

daerah pada bank yang ditetapkan. 

53. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD. 

54. Uang Persedian (UP) adalah sejumlah uang yang disediakan untuk SKPD 
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63. 

64. 

65. 
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Penerimaan Daerah adalah u 
ang yang masuk ke kas daerah 

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar d . k d . 
p d ar1 as aerah 

en apatan Daerah adalah hak . . 

penambah nilai kekayaan bersih. pemenntah daerah yang diakui sebagai 

Belanja Daerah adalah kewajiban Pe . t 
pengurang nilai kekayaan daerah. menn ah Daerah yang diakui sebagai 

Surplus Anggaran Daerah adal h 1 · . . 
dan Belanja Daerah. a se 1s1h Jeb1h antara Pendapatan Daerah 

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih k 
dan Belanja Daerah. urang antara Pendapatan Daerah 

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

an~aran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
benkutnya. 

Sis_a _Lebih_ Perhi~1.mg~ Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 

sehsih leb1h real1sas1 penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran. 

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari 

pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kembali kepada 

Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai 

dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kembali oleh 

Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat 

dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

perjanjian, atau berdasarkan sebab Iainnya yang sah. 

66. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan 

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu 

tahun anggaran. 

67. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis 

seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat sosial 

lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

68. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah 

kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, 

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta 

tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 

69. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 

pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

70. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan 

potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, 

krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika 

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak 

__ d,ap_at hidu dalam kondisi wajar. 
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71. Naskah Perjanjian Hi bah Daerah 1 . . . 
naskah perjanjian hibah yang b sebail.Jutnya d1smgkat NPHD adalah 
Bel . D ersum er dari Anggar p d 

atlja aerah antara Pemerintah D ah d a_n en apatan dan 
7 . . aer engan penenma hibah 

2. Orgamsas1 Kemasyarakatan adalah . . . 

masyarakat warga negara Republ "k ~rgdan1sa~1 yang dibentuk oleh anggota 

kesamaan kegiatan prof esi fun I . n ones1a secara sukarela atas dasar 

Tuhan Yang Maha Esa un~k be gs1, agama, dan kepercayaan terhadap 

rangka mencapai tujua~ nasional d~ran serta dalam pembangunan dalam 

Indonesia yang berdasarkan p am ~adah Negara Kesatuan Republik 
· tab ancas1la termasuk • . 

pemerm an yang bersifat nasional d "b orgamsas1 non 
perundang-undangan. I entuk berdasarkan ketentuan 

73. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD . 
SKPD adalah dokumen yan yang selanJutnya disingkat DPA-

digunakan sebagai dasar pelak!a:.:r::::tgg~:i~:htan dan belanja yang 

7 
pengguna anggaran 

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pe. ab p . 

selanjutnya disingkat DPA-PPKD adal~ de~lola Keuangan Daerah yang 

DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah. o men pelaksanaan anggaran 

75. Dokumen Pelaksanaan Perubahan An aran SKPD • 

disin~kat DPP~-SKPD adalah dokumen ~ang memuat Y;~d:;!~;!ut;I:_ 

belail.Ja yang d1gunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran 
oleh pengguna anggaran. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

D_o~men Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya 

d1smgkat DPPA-PPKD adalah dokumen yang memuat perubahan 

pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat 

OPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. 

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan 

dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang 

pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. 

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber 

dari penerimaan dan perkiraan kas keluar untuk mengatur ketersediaan 

dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap 

periode. 

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 

yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 

dasar penerbitan SPP. 

Surat Permin,taan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 

permintaan pembayaran. 

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen 

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka 

kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan 

dengan pembayaran langsung. 

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 

pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

langsung . 
..----,-- - ----. 
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84. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan 
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang 
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung 
dan uang persediaan. 

85. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran 
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau 
surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, 
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya 
disiapkan oleh PPTK. 

86. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

87. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA­
SKPD yang dananya dipergunakan untuk mendanai kegiatan operasional 
kantor sehari-hari. 

88. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban 
pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti 
uang persediaan yang telah dibelanjakan. 

89 . Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban 
pengluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah 
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. 

90. Surat Perintah Membayar Langsung selanjutnya disingkat SPM-LS adalah 
dokumen yang ditetbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD 
kepada pihak ketiga. 

91. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 
oleh BUD berdasarkan SPM. 

92. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

93. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah adalah sistem pengendalian 
intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah 
daerah. 

94. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang 
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum 
baik disengaja maupun lalai. 

95. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur 
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 
prinsip efisiensi dan produktivitas. 



96. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD 
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas beru.pa 
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada 
umumnya. 

97. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD 
selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah SKPD /unit kerja yang sesuai 
dengan peraturan telah menerapkan ketentuan mengenai BLUD. 

98. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab 
terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat 
keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan 
nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 

99. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD 
yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung 
seluru.h penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD. 

100.Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA 
adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang berisi 
program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD. 

101.Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA­
BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus 
kas, jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan dan 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD. 

102. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis ten tang tolok ukur 
layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat. 

103.Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah 
orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. 

104.Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS meru.pakan 
dana yang diguna.kan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan 
pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai 
dengan peraturan peru.ndang-undangan. 

105.Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. 

106.Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah 
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

107. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat 
PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. 

108. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar 
penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan 
meru.pakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 
penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan 
dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam 
Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

109.Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi­
konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan. 
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110. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar­
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang 
dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi 
kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatk:an 
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode 
maupun antar entitas. 

111. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari 
prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan 
fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan 
keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. 

112. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

113.Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan 
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan 
menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, 
pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, 
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang 
bersangkutan. 

114. Penguk:uran adalah proses penetapan nilai uang unruk mengakui dan 
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 

115. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap 
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 

116. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan 
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, 
surplus/ defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan 
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya 
dalam satu periode. 

11 7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat 
LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan 
SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan 
SAL akhir. 

118.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu 
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal 
tertentu. 

119. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan 
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan 
surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya 
disandingkan dengan periode sebelumnya. 

120.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan 
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas 
pada tanggal pelaporan. 

121.Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar 
kembali oleh pemerintah daerah. 

122.Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan 
tidak perlu dibayar kembali . ....-------- --- ..:; 
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123.Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang 
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
pemerintah daerah. 

124.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau 
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

125.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

126.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh 
pemcrintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 
manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat 
diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat 
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang 
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 
sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

127.Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah daerah. 

128.Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan 
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. 

129.Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang 
tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang 
seharusnya. 

130.Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk 
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang 
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum 
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan. 

131. Bagan Ak\m Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar 
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara 
sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah. 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup 

Pasal 2 

Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi: 

a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta 
melakukan pinjaman; 

b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah clan 
membayar tagihan pihak ketiga; 

c. penerimaan daerah; 

d. pengeluaran daerah; 

e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, 
surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai 
dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 
daerab""'· -----, 
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f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/ atau kepentingan umum. 

Pasal 3 

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. asas umum pengelolaan keuangan daerah; 
b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; 
c. struktur APBD; 
d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RKA-SKPD; 
e. penyusunan dan penetapan APBD; 
f. pelaksanaan dan perubahan APBD; 
g. penatausahaan keuangan daerah; 
h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; 
j. pengelolaan kas umum daerah; 
k. pengelolaan piutang daerah; 
1. pengelolaan investasi daerah; 
m. pengelolaan barang milik daerah; 
n. pengelolaan dana cadangan; 
o. pengelolaan utang dan pinjaman daerah; 
p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; 
q. penyelesaian kerugian daerah; 
r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; 
s. pengaturan pengelolaan keuangan daerah. 

Bagian Ketiga 
Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 4 

( 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang­
undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk 
masyarakat. 

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang 
terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

BAB II 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Bagian Pertama 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 5 

( 1) Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah Pemegang Kekuasaan 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam 
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

(2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagamana 
dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai kewenangan: 
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a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; 

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; 

c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; 

d. menetapkan bendahara penerimaan dan/ atau bendahara pengeluaran; 

e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 
penerimaan daerah; 

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan 
piutang daerah; 

g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang 
milik daerah; 

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan 
dan memerintahkan pembayaran. 

(3) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: 

a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah; 

b. Kepala SKPKD selaku PPKD; 

c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. 

(4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara 
yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan 
uang. 

Bagian Kedua 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 6 

( 1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas koordinasi 
di bidang: 

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; 

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; 

c . penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 

d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas 
keuangan daerah; 

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(2) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Sekretaris Daerah mempunyai tugas: 

a. memimpin TAPD; 

b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; 

c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; 

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah 
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. 
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(3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas 
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
kepada Bupati. 

Bagian Ketiga 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Pasal 7 

(1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. menyusun RKA-PPKD dan DPA/DPPA-PPKD; 

b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 

c. menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD; 

d. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; 

e. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; 

f. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan 

g. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh 
Bupati. 

(2) PPKD selaku BUD berwenang: 

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

b. mengesahkan DPA/DPPA-SKPD dan DPA/DPPA-PPKD; 

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 
pengeluaran kas daerah; 

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 

f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank 
dan/atau lembaga keuangan yang telah ditunjuk; 

g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 
pelaksanaan APBD; 

h. menyimpan uang daerah; 

1. menetapkan SPD; 

j. melaksanakan penempatan uang 
mengelola/ menatausahakan investasi 

k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan 
anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 

daerah dan 

pejabat pengguna 

1. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama 
pemerintah daerah; 

m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;(atas 
persetujuan DPRD) 

n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 

o. melakukan penagihan piutang daerah 

p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

q. menyajikan informasi keuangan daerah; 

r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan 
:!:,,RE ·t.r. ,~.T O-'E~'H !''.'JU, . . ,1 - milik daerah. 
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(l) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Pasal 8 

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilin ku . 
keuangan daerah, selaku kuasa BUD. g ngan satuan kerJa pengelola 

Penunjukan Kuasa BUD sebaaaimana d. ak 
dengan Keputusan Bupati. o im sud pada ayat (1) ditetapkan 

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem . t 
. , punyai ugas: 

a. menyiapkan anggaran kas; 

b. menyiapkan SPD; 

c. menerbitkan SP2D; dan 

d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah 

Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada a at 3 
·u 

:ela~sanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasaf 7 ~Y~! (!t 
uru f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o. ' 

Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD. 

Pasal 9 

Pelimpah_a_n wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), 

dapat d1hmpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuan kerja 

pengelolaan keuangan daerah. 

Bagian Keempat 
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Harang 

Pasal 10 

(1) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas : 

a. menyusun RKA-SKPD; 

b. menyusun DPA-SKPD dan DPPA-SKPD; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja; 

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam 

batas anggaran yang telah ditetapkan; 

h. menandatangani SPM; 

i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 

dipimpinnya; 

j . mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi 

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 

k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya; 

1. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang 

lainnya berdasarakan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; 
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:tksanaan tugasnya kepada Bupati melalui 

·ang/ jasa, Pengguna Anggaran bertindak 
nen sesuai peraturan perundang-undangan 
:a Pemerintah. 

lan Kelima 
nggaran/Kuasa Pengguna Barang 

1asal 11 

1gguna barang dalam melaksanakan tugas­
:tlam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian 
a unit kerja pada SKPD selaku Kuasa 
~guna Barang. 

gan sebagaimana tersebut pada ayat (1) 
lgkatan daerah; besaran SKPD; besaran 
eban kerja; lokasi; kompetensi dan/ atau 
an obyektif lainnya. 

~an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
l Kepala SKPD. 

~an sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 

mengakibatkan pengeluaran atas beban 

t kerja yang dipimpinnya; 

3.gihan dan memerintahkan pembayaran; 

iian kerjasama dengan pihak lain dalam 
itetapkan; 

n SPM-TU; 

garan unit kerja yang dipimpinnya; 

Kuasa Pengguna Anggaran lainnya 
mpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran. 

{uasa Pengguna Barang sebagaimana 
1ggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 
lgguna Barang. 

, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana 
ligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat 

iln Keenam 
nbuat Komitmen 

'asal 12 

:ewenangan sebagai berikut: 

sanaan pengadaan barang/ jasa yang 

rig/jasa; 

ri (HPS); 



b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 

c. menandatangani kontrak; 

d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 

e. mengendalikan pelaksanaan kontrak; 

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa 
kepada PA/KPA; 

g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA 
dengan Berita Acara Penyerahan; 

h. melaporkan kernajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan 
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; 

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 
pengadaan barang/ jasa. 

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dalam hal diperlukan, PPK dapat: 

a. mengusulkan kepada PA/KPA: 

1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 

2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; 

b. menetapkan tim pendukung; 

c . menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis 
(aanwijzer} untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; 

d . menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada 
Penyedia Barang/ J asa. 

Pasal 13 

(1) PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk 
melaksanakan pengadaan barang/ jasa. 

(2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 

a. memiliki integritas; 

b. memiliki disiplin tinggi; 

c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk 
melaksanakan tugas; 

d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki 
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; 

e. menandatangani Pakta Integritas; 

f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; 

g. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa. 

(3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
adalah: 

a . berpendidikan paling kurang sarjana strata satu (S 1) dengan bidang 
keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; 

b . memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif 
dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa; 

c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan 
,_ _____ s.e.tiap_t gas/ pekerjaannya. 
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Pasal 14 

PPK dilarang mengadakan ikatan . . . 

dengan Penyedia Barang/Jasa apabi~~~~an atau ~enandatangani kontrak 

cukup tersedia anggaran yang da t e um t~rsed1a anggaran atau tidak 

anggaran yang tersedia untuk kegiata~ayanmed~gb~b~tka?- dilampauinya batas 
g 1 1ayru dan APBD. 

Bagian Ketujuh 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD 

Pasal 15 

(1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pen na Bar 

An~aran/Kuasa Pengguna Baran~dalam =i~:~ Kuasa Pengguna 

keg1atan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku P~'K~rogram dan 

(
2

) Pen1:1njukkan sebagaim~a dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 

pertimbangan kompetens1 Jabatan, anggaran kegiatan beban kerja lok · 

dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif 1ainnya. ' as1 

(3) P~K yang ditunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana 

d1maksud pada ayat ( 1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 

kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 

(4) PPTK ~ang ditl.~njuk Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang 

sebagrumana drmaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan 

tugasnya kepada Kuasa PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Barang. 

(5) PPTK mempunyai tugas mencakup: 

a. mengendalikan pelaksanaan tugas; 

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan. 

(6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c 

mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi 

yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

Bagian Kedelapan 
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

Pasal 16 

(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala 

SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 

pada SKPD sebagai PPK-SKPD. 

(2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang 

disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh 

PPTK; 

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS Gaji dan 

Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan perundang-perundangan yang diajukan oleh 

Bendahara Pengeluaran; 



c. melakukan verifikasi SPP· 
' 

d. menyiapkan SPM; 

e. melakukan verifikasi harian atas 

f. melaksanakan akuntansi SKPD· 
' 

g. menyiapkan laporan keuangan S 

(3) PPK-SKPD tidak boleh merangk: 

me1akukan pemungutan penerimaan 

Bagian Ke1 
Bendahara Penerimaan cta1 

Pasal 

( 1) Bupati atas usul PPKD menetapkan l 

Pengeluaran untuk melaksanakan 

pelaksanaan anggaran pada SKPD de 

(2) Bendahara Penerimaan dan Be 

dimaksud pada ayat (1) adalah pejab 

(3) Bendaharan Penerimaan dan Benda! 
maupun tidak langsung dilarang 
pekerjaan pemborongan dan penj 

penjamin atas kegiatan/pekerja 
rekening/ giro pos atau menyimp, 
keuangan lainnya atas nama pribadi 

(4) Dalam hal PA melimpahkan sebagia 
menetapkan Bendahara Penerir 
Pengeluaran Pembantu pada unit ke 

(5) Bendahara Penerimaan dan Bend 
bertanggung jawab atas pelaksanaar 

BAB 
AZAS UMUM DAN t 

Bagian F 
Azas Umll 

Pasa: 

( 1) APBD disusun sesuai dengan keb1 
dan kemampuan pendapatan daera1 

(2) Penyusunan APBD sebagaimana , 
kepada RKPD dalam rangka meWL 
untuk tercapainya tujuan bernegara 

(3) APBD mempunyai fungsi otorisas 
distribusi, dan stabilisasi. 

(4) APBD, perubahan APBD, dan pe 
setiap tahun ditetapkan dengan Per: 

Pasa 

( 1} Semua penerimaan dan pengelua 
barang dan/ a tau jasa dianggarkan , 
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(2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan 
yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber 
pendapatan. 

(3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah 
dianggarkan secara bruto dalam APBD. 

(4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 20 

(1) Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung 
dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang 
cukup. 

(2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan 
dasar hukum yang melandasinya. 

Pasal 21 

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari 
sampai dengan 31 Desember. 

Bagian Kedua 
Struktur APBD 

Pasal 22 

(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: 

a. pendapatan daerah; 

b. belanja daerah; dan 

c . pembiayaan daerah. 

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi 
semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang 
menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu 
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. 

(3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi semua 
pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas 
dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun 
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. 

(4) Pembiayaan Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf c meliputi semua 
penerimaan yang perlu dibayar kembali clan/ atau pengeluaran yang akan 
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Bagian Ketiga 
Pendapatan Daerah 

Pasal 23 

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a 
terdiri atas : 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

__ p. Dana Perimbangan; dan 
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c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Pasal 24 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a 
terdiri atas: 
a. pajak daerah; 
b. retribusi daerah; 

c. h~sil ~engelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d. lam-lam PAD yang sah. 

Pasal 25 

P~nd~patan Da~a ~erimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf b 
d1bag1 menurut Jems pendapatan yang terdiri atas: 

a. Dana Bagi Hasil; 

b. Dana Alokasi Umum; 

c. Dana Alokasi Khusus. 

Pasal 26 

Lai~-lain Pendapatan Daer?-h yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah 
se~am ~AD dan Dana Penmbangan yang meliputi Hibah, Dana Darurat dan 
Lam-lam Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. 

Pasal 27 

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 merupakan bantuan berupa 
uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, 
dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 
26 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Keempat 
Belanja Daerah 

Pasal 28 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dirnaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf b 
dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan 
wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau 
bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah 
Daerah lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. 

(2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan 
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan 
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, 
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem 
jaminan sosial. 

(3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar 

ela a.nan minimal sesuai peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 29 

(1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 28 ayat (1) terdiri dari Belanja Urusan Wajib dan Belanja 
Urusan Pilihan. 

(2) Klasifikasi belanja menurut Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) mencakup : 

a. pendidikan; 

b. kesehatan; 

c. pekerjaan umum; 

d. perumahan rakyat; 

e. penataan ruang; 

f. perencanaan pembangunan; 

g. perhubungan; 

h. lingkungan hidup; 

i. pertanahan; 

j. kependudukan dan catatan sipil; 

k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

1. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 

m. sosial; 

n. ketenagakerjaan; 

o. koperasi dan usaha kecil dan menengah; 

p. penanaman modal; 

q. kebudayaan; 

r. kepemudaan dan olah raga; 

s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, 
perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; 

u. ketahanan pangan; 

v. pemberdayaan masyarakat dan desa; 

w. statistik; 

x. kearsipan; 

y. komunikasi dan informatika; 

z. perpustakaan. 

(3) Klasifikasi belanja menurut Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) mencakup : 

a. pertanian; 

b. kehutanan; 

c. energi dan sumber daya mineral; 

d. pariwisata; 

e. kelautan dan perikanan; 

f. perdagangan; 
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g. industri; dan 

h. ketransmigrasian. 

(4) Belanj~ menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian 
atau b1dang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah 
dan Pemerin~~h Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang­
u?da~gan . d1Jabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang 
d1klas1fikas1kan menurut Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. 

Pasal 30 

Klasifi.kasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan 
dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari : 

a. pelayanan umum; 

b. ketertiban dan ketentraman; 

c. ekonomi; 

d. lingkungan hidup; 

e. perumahan dan fasilitas umum; 

f. kesehatan; 

g. pariwisata dan budaya; 

h. pendidikan; dan 

i. perlindungan sosial. 

Pasal 31 

Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 
ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi pada Pemerintah Daerah yang 
telah ditetapkan menurut Peraturan Daerah. 

Pasal 32 

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 22 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah. 

Pasal 33 

Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung; dan 

b. Belanja Langsung. 

Paragraf 1 
Belanja Tidak Langsung 

Pasal 34 

Kelompok Belanja Tidak Langsung sebagaiman dimaksud dalam pasal 33 huruf 
a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan 
program dan kegiatan, yang terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai; 

b. Bunga; 



d. Hibah; 

e. Bantuan Sosial; 

f. Belanja Bagi Hasil; 

g. Bantuan Keuangan; 

h. Belanja Tidak Terduga. 

Pasal 35 

Ketentuan mengenai Belanja Tidak Langsung Hibah dan Bantuan Sosial diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang­
undangan. 

Paragraf2 
Belanja Langsung 

Pasal 36 

Kelompok Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b 
merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program 
dan kegiatan, yang terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang dan Jasa; 

c. Belanja Modal. 

Pasal 37 

Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, 
serta Belanja Modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan 
daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan. 

Bagian Kelima 
Pembiayaan Daerah 

Pasal 38 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf 
c terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. 

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalarn ayat ( 1) mencakup: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); 

b. Pencairan Dana Cadangan; 

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah; 

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; 

f. Penerimaan Piutang Daerah. 

(3). Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup: 

a. Pembentukan Dana Cadangan; 

b. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah; 

c. Pembayaran Pokok Utang; 

d. Pemberian Pinjaman Daerah. 
1 

~cl<RETARl:H o.~ERA'l KAOUl'ATEN Kt.~ri I 
fJ A I AN tl U •I tJ r.1 

TEL'.l.tl QIPHO!iES r\~~-0/ PAR/\F 
DliELITI ~E5EN/\RA~ tf/ 



(4) Pembiayaan Neto 
dengan Pengeluan 

(5) Jumlah Pembiayac 

RPJMD untuk jangka 
misi, dan program Bt 
Daerah dengan mempei 
yang ditetapkan oleh Pe 

RPJMD sebagaimana c 
(tiga) bulan setelah Bup 

( 1) SKPD menyusun n 
yang memuat visi, 
pembangunan yar 
masing-masing. 

(2) Penyusunan Ren 
berpedoman pada : 

(1) Pemerintah Daera 
RPJMD dengan m( 
1 (satu) tahun yan: 

(2) Renja SKPD sebag 
dari Renstra-SKP 
pelaksanaan progr 

(3) RKPD sebagaiman 
ekonomi daerah, J 

kerja yang teruku 
oleh Pemerintah [ 
masyarakat. 

(4) Kewajiban dae1 
mempertimbangks 
dengan peraturan 

( 1) RKPD sebagaima1 
menjarnin keterka 
pelaksanaan, dan 

(2) Penyusunan RKF 



(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Bagian Kedua 
Kebijakan Umum APBD 

Pasal 44 

Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) 
menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD. 

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang 
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. 

Bupati menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai landasan 
penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan 
Juni tahun anggaran berjalan, 

Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD. 

Bagian Ketiga 
Prioritas clan Plafon Anggaran Sementara 

Pasal 45 

(1) Berdasarkan kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah 
Daerah dan DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara yang disampaikan oleh Bupati. 

(2) Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat { 1) dilakukan paling lambat minggu kedua Bulan Juli 
tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 

a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan; 

b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan; 

c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. 

(4) Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
telah dibahas dan disepakati bersama Bupati dan DPRD dituangkan dalam 
nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimpinan 
DPRD. 

(5) Bupati berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (4) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD 
sebagai pedoman Kepala SKPD dan SKPKD menyusun RKA-SKPD dan 
RKA-PPKD. 

Bagian Keempat 
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dan PPKD 

Pasal 46 

(1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (5), Kepala SKPD dan SKPKD 
menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD. -----



(2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka 
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan 
penganggaran berdasarkan prestasi kerja. 

Pasal 47 

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka 
menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi 
perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan 
dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan 
merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan 
kegiatan pada tahun berikutnya. 

Pasal 48 

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan 
dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di 
lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. 

Pasal 49 

(1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan 
dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran 
dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi 
dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. 

(2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, 
analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan 
minimal. 

(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan keputusan Bupati. 

Pasal 50 

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat ( 1) memuat rencana 
pendapatan belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut 
fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian obyek 
pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun 
berikutnya. 

Bagian Kelima 
Penyiapan RAPERDA APBD 

Pasal 51 

(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD dan RKA-PPKD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) disampaikan kepada PPKD. 

(2) RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

(3) Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara 
RKA-SKPD dan RKA-PPKD dengan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan 
Plafon Anggaran Sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun 
anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian 
kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, 
dan standar pelayanan minimal. 
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Pasal 52 

( 1) PPKD menyusun Rancangan Peratura 
dokumen pendukung berdasarkan RKA 
ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah J 

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dir 
Nota Keuangan dan Rancangan APBD. 

BABV 
PENETAPAN A 

Bagian Perta 
Penyampaian dan Pt 

Rancangan Peraturan Daer 

Pasal 53 

Bupati menyampaikan rancangan Peratura 
DPRD disertai penjelasan dan dokumen pen 
Bulan Oktober tahun sebelumnya untuk di 
persetujuan bersama. 

Pasal 54 

( 1) Tata cara pembahasan Rancangan F 
dilakukan sesuai dengan peraturan t 
peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pembahasan sebagaimana yang dimaks 
pada kesesuaian antara Kebijakan Umu 
Anggaran Sementara dengan program d; 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Af 

Bagian Ked1 
Persetujuan Rancangan Peratura1 

Pasal 55 

(1) Pengambilan Keputusan Bersama DPR[ 
Peraturan Daerah tentang APBD dilakl 
bulan sebelum tahun anggaran yang ber 

(2) Atas dasar persetujuan bersama seba! 
Bupati menyiapkan Rancangan Perat 
APBD. 

Pasal 56 

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu seba 
ayat (1) tidak mengambil keputusan · 
Rancangan Peraturan Daerah tentar 
pengeluaran setinggi-tingginya sebesa 
sebelumnya untuk membiayai keperluar 
rancangan peraturan Bupati tentang APl 

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk k< 
yang dimaksud pada ayat ( 1) dipriorit~ 
mengikat dan belanja yang bersifat wajil 

l
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(3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur. 

(4) Pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung 
sejak diterimanya rancangan dimaksud. 

(5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum 
disahkan, Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD ditetapkan menjadi 
Peraturan Bupati tentang APBD. 

Bagian Ketiga 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran RAPBD 

Pasal 57 

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama 
DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebelum 
ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan 
kepada Gubernur untuk dievaluasi. 

(2) Apabila Gubemur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima 
belas) hari terhitung sejak rancangan diterima, maka Bupati dapat 
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan 
Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 
menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 

(3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 
sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang­
undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud 
menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 

(4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang­
undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan 
penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
diterimanya hasil evaluasi. 

(5) Hasil evaluasi dari Gubernur sebagaimana pada Pasal 3 disampaikan 
kembali kepada DPRD Kabupaten Kaur. 

(6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan 
Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan 
Daerah dan peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah 
dan peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu 
APBD tahun sebelumnya. 

Pasal 58 

( 1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan Peraturan Daerah 
oleh Gubernur, Bupati harus memperhatikan pelaksanaan Peraturan 
Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Peraturan 
Daerah dimaksud. 

(2) Pencabutan Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Gubernur dilakukan 
dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang 

, APBD. 



(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 59 

Hasil evaluasi atas Rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan dengan Keputusan 
Gubernur. 

Pasal 60 

( 1) Penyempurnaan hasil evaluasi dari Gubernur dilakukan Bupati bersama 
dengan Panitia Anggaran DPRD. 

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Pimpinan DPRD. 

(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 
dijadikan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD. 

(4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. 

(5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah 
keputusan tersebut ditetapkan. 

Bagian Keempat 
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 

Pasal 61 

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh 
Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati 
ten tang Penjabaran APBD. 

(2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran 
sebelumnya. 

(3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. 

BAB VI 
PELAKSANAAN APBD 

Bagian Pertama 
Azas Umum Pelaksanaan APBD 

Pasal 62 

(1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah 
untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/ atau yang tidak cukup 
tersedia anggarannya dalam APBD. 
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(2) P~laksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
d1dasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Pasal 63 

(1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, 
memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun dan 
menyampaikan Rancangan DPA-SKPD. 

(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci 
sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang 
disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana 
tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. 

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya 
kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan. 

Pasal 64 

(1) Tim Anggaran Pemerintah daerah melakukan verifikasi Rancangan DPA­
SKPD dan DPA-PPKD bersama-sama dengan Kepala SKPD yang 
bersangkutan 

(2) Verifikasi atas Rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diselesaikan paling lam bat 15 (lima belas) hari 
kerja, sejak ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) PPKD 
mengesahkan Rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD dengan persetujuan 
Sekretaris Daerah. 

(4) DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) disampaikan Kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan 
kerja pengawasan daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak tanggal disahkan. 

(5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku pengguna 
anggaranfbarang. 

(6) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh PPKD. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah 

Pasal 65 

(1) Semua Penerimaan Daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah 
kecuali ditetapkan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannnya ke 
rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu satu hari 
kerja. 



(3) Setiap penerimaan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah 
atas setoran dimaksud. 

Pasal 66 

( 1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah. 

(2) SKPD yang mempunyai tugas memungut Pendapatan Daerah wajib 
mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan 
tanggung jawabnya. 

Pasal 67 

( 1) Setiap Penerimaan SKPD yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat 
dipergunakan langsung untuk Pengeluaran, kecuali oleh SKPD yang 
ditetapkan sebagai BLUD atau ditetapkan lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung 
sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/ atau 
pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau 
penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank 
serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan 
lainnya merupakan Pendapatan Daerah. 

(3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila 
berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah dan jika 
berbentuk barang menjadi barang milik/ Aset Daerah yang dicatat sebagai 
inventaris daerah. 

Pasal 68 

(1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti 
rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening 
penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang 
terjadi dalam tahun yang sama. 

(2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun 
sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga. 

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus 
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah 

Pasal 69 

( 1) Setiap Pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah 
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 

(2) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan 
sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan 
ditempatkan dalam lembaran daerah. 

(3) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk 
Belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib. 
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Pasal 70 

Pembayaran atas Behan APBD dapat dilakukan 
SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan der 

Pasal 71 

(1) Gaji pegawai negeri sipil dibebankan dalam A 

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan ta 
pegawai negeri sipil daerah berdasarkan 
dengan memperhatikan kemampuan keuan 
persetujuan DPRD sesuai ketentuan perunda 

Pasal 72 

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut 
pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerirl 
dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada ban 
yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank 
jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undan 

Pasal 73 

( 1) Pelaksanaan pengeluaran atas be ban APBD 
yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kt 

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada 
penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD. 

(3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran seh 
(1) Kuasa BUD berkewajiban untuk: 

a. meneliti kelengkapan perintah pemba: 
Pengguna Anggaran; 

b. menguji kebenaran perhitungan tagih 
tercantum dalam perintah pembayaran; 

c. menguji ketersediaan dana yang bersangl 

d. memerintahkan pencairan dana sebagai < 

e. menolak pencairan dana, apabila 
diterbitkan oleh pengguna anggaran tida 
ditetapkan. 

Pasal 74 

( 1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan se 
diterima kecuali ditentukan lain dalam perat 

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dap~ 
yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. 

(3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan perr. 
yang dikelolanya setelah : 

a. meneliti kelengkapan perintah pemb, 
pengguna anggaran/kuasa pengguna ru: 

b. menguji kebenaran perhitungan tag 
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c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 

(4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi. 

(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas 
pembayaran yang dilaksanakannya. 

Pasal 75 

Bupati dapat memberikan 1zm pembukaan rekening untuk keperluan 
pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD. 

Pasal 76 

Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran 
dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan. 

Bagian Kelima 
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah 

Pasal 77 

( 1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD. 

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan 
melalui Rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 78 

(1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum 
Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah 
jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah 
tentang pembentukan dana cadangan yang berkenan mencukupi. 

(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 
sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai 
pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan 
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana 
cadangan. 

(3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat 
Perintah Pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 

Pasal 79 

(1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

(2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah. 

Pasal 80 

(1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan padajumlah pinjaman yang akan 
diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang 
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(2) Penerimaan pmJaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam 
nilai rupiah. 

Pasal 81 

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian 
pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian 
pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak 
peminjam. 

Pasal 82 

(1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana 
cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 

(2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang 
ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening dana cadangan 
dilakukan dengan Surat Perintah Pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas 
persetujuan PPKD. 

Pasal 83 

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang 
akan disertakan dalam tahun anggaran telah ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. 

Pasal 84 

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan 
sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas 
utama dari seluruh kewajiban Pemerintah daerah yang harus diselesaikan 
dalam tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 85 

Pembayaran pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan Keputusan 
Bupati atas persetujuan DPRD. 

Pasal 86 

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal Pemerintah Daerah, 
pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan 
berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD. 

Pasal 87 

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban 
untuk: 

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindah bukuan yang 
diterbitkan oleh PPKD; 

b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum 
dalam perintah pembayaran; 

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; 

d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran 
pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
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BAB VII 
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA 

APBD DAN PERUBAHAN APBD 

Bagian Pertama 
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 

Pasal 88 

(1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD 
dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD 
dan Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli 
tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPRD 
dan Pemerintah Daerah. 

Bagian Kedua 
Perubahan APBD 

Pasal 89 

(1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan 
dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka 
penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang 
bersangkutan, apabila terjadi : 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum 
APBD; 

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran 
antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 

c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya 
harus digunakan untuk tahun berjalan; 

d. keadaan darurat; dan 

e. keadaan luar biasa. 

(2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran 
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam 
Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan 
realisasi anggaran. 

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang­
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a . bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah daerah 
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintahan Daerah; dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

Pasal 90 

(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu} tahun 
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 
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(2) Keadaan luar biasa sebagaimana dirnaksud dalam pasal 99 ayat (1) huruf e 
adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau 
pengeluaran APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 
50% (lima puluh persen). 

Pasal 91 

(1) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang 
Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan 
persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. 

(2) Pesetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum 
berakhirnya tahun anggaran. 

Pasal 92 

(1) Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang 
Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan ABPD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berlaku 
ketentuan sebagaiman dimaksud dalam pasal 56, pasal 58, dan pasal 59. 

(2) Pembatalan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan 
Bupati ten tang Penjabaran Perubahan APBD dilakukan oleh Gubernur. 

Pasal 93 

(1) Paling lama 7 {tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), Bupati wajib 
memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 
dan selanjutnya Bupati bersama DPRD mencabut Peraturan Daerah 
dimaksud. 

(2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD. 

(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/ atau 
keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan 
luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD. 

Pasal 94 

(1) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan 
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 

(2) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan 
atas persetujuan Sekretaris Daerah. 

(3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran 
APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam 
rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. 
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BAB VIII 
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 

Bagian Pertama 
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah 

Pasal 95 

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ 
Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasasi 
uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pejabat yang menandatangani dan/ a tau mengesahkan dokumen berkaitan 
dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran 
atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material 
dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah 

Pasal 96 

(1) Untuk pelaksanaan APBD Bupati menetapkan: 

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 

b . Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban 
(SPJ); 

d . Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; 

e. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran; 

f. Pejabat lain yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD; 

(2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebelum 
dimulainya tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 97 

Bendahara Penerimaan dan/ atau Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan 
tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh 
pembantu bendahara penerimaan dan/ atau pembantu bendahara pengeluaran 
sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD. 

Pasal 98 

(1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan 
mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan 
kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD. 

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD 
untuk ditandatangani oleh PPKD. 



Bagian Ketiga 
Penatausahaan Bendahara Penerimaan 

Pasal 99 

(1) Penyetoran Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat 
(1) dilakukan dengan uang tunai. 

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening Kas Umum 
Daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah Kuasa 
BUD menerima nota kredit. 

(3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, eek, atau surat 
berharga yang dalam penguasaannya lebih dari satu hari kerja dan/ atau 
atas nama pribadi pada bank atau giro pas. 

Pasal 100 

(1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan 
secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya 
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada 
PPKD selaku BUD paling lam bat tanggal 10 bulan berikutnya. 

(2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD setiap bulan paling lambat 
tanggal 10 bulan berikutnya. 

(3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan 
verifikasi, evaluasi dan analisis atas Laporan Pertanggungjawaban 
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal 101 

(1) Bendahara penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam 
rangka pelaksanaan APBD. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bendahara penerimaan PPKD berwenang untuk mendapatkan bukti 
transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank. 

(3) Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, tugas dan wewenang 
bendahara penerimaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dapat dirangkap oleh Bendahara Umum Daerah. 

Bagian Keempat 
Penatausahaan Bendahara Pengeluaran 

Pasal 102 

(1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, 
SPP-GU, dan SPP-TU. 

(2) PPTK mengajukan SPP-LS melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan pada 
SKPD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling 
lambat tiga hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga. 

(3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang 
ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. 



(4) Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penatausahaan K~u~g~ ~ada 
SKPD mengajukan SPP-UP kepada Pengguna Anggaran setmgg1-tmggmya 

untuk keperluan satu bulan. 
(S) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan 

daftar rincian penggunaan dana. 
(6) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, Bendahara 

Pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU. 

(7) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud p~da a~at _(6) 
harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rmc1an 
kebutuhan dan waktu penggunaan. 

Pasal 103 

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan 
uang persediaan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP. 

(2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan penggantian 
Uang Persediaan yang telah digunakan kepada Kuasa BUD, dengan 
menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas 
penggunaan Uang Persediaan sebelumnya. 

(3) Dalam hal Uang Persediaan tidak mencukupi kebutuhan, Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan tambahan Uang 
Persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU. 

(4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 104 

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada bank 
Pemerintah Daerah. 

(2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
paling lama dua hari kerja sejak SPM diterima. 

(3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan 
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran bilamana: 

a . pengeluaran terse but melampaui pagu; dan/ atau 

b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

(4) Dalam hal Kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama satu hari kerja 
setelah diterima. 

Pasal 105 

( l) Pertanggungjawaban administratif dibuat oleh bendahara pengeluaran dan 
disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 
bulan berikutnya. 

(2) Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran 
disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. 

(3) Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran dan 
disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan 
berikutnya. 
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da bulan terakhir tahun anggaran 
L terakhir bulan terse but 

1 Pengeluaran dan Penerimaan diatur 

[X 

NGANDAERAH 

L06 

:em Akuntansi Pemerintahan Daerah 
tansi Pemerintahan. 

:rah sebagaimana dimaksud pada ayat 
.S. 

:rah sebagaimana dimaksud pada ayat 
►ati mengacu kepada Peraturan Daerah 
uangan Daerah. 

107 

aerah sebagaimana dimaksud dalam 

lik Daerah; 

~ndapatan-LRA; 

statement); 

!rah sebagaimana dimaksud pada ayat 
da prinsip pengendalian intern sesuai 
nengenai Pengendalian In tern dan 
ar Akuntansi Pemerintahan. 

108 

:untansi Pemerintahan menetapkan 
Akuntansi yang terdiri dari Kebijakan 

Kebijakan Akuntansi Akun. 



(2) 
Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan meliputi 7 (tujuh) kebijakan, 

yaitu: 
a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi; 

b. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan; . K 
· A 'LRA) Berbas1s as Kebijakan Akuntansi Laporan Realisas1 n~garan , 

c . dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Leb1h (SAL); 

d. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan 
Ekuitas (LPE); 

e. Kebijakan Akuntansi Neraca; 

f. Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas; 

g. Kebijakan Akuntansi Catatan atas Laporan Keuangan. . 

(3) 
Kebijakan Akuntansi Akun meliputi 16 (enam belas) kebijakan, yaitu: 

a. Kebijakan Akuntansi Kas Setara Kas; 

b . Kebijakan Akuntansi Piutang; 

c. Kebijakan Akuntansi Persediaan; 

d . Kebijakan Akuntansi Investasi; 

e. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap; 

f. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan; 

g. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya; 

h. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; 

i. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA; 

j. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO; 

k. Kebijakan Akuntansi Belanja; 

1. Kebijakan Akuntansi Beban; 

m. Kebijakan Akuntansi Transfer; 

n. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; 

o. Kebijakan Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak 
Dilanjutkan; 

p. Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (Restatement) . 

BABX 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 

Bagian Pertama 
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Pasal 109 

( 1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas 
transaksi keuangan, Aset, Utang dan Ekuitas Dana yang berada dalam 
tanggung jawabnya. 

(2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan pencatatan/ penatausahaan atas transaksi keuangan di 
lingkungan SKPD dan SKPD dimaksud menyiapkan laporan keuangan 
sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. 
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(3) Kepala SKPD menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran 
Pendapatan dan Belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang 
menjadi tanggung jawabnya. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan prognosis 
untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD 
dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran untuk ditetapkan 
sebagai Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan 
Belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 
7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan 
berakhir. 

(6) Pejabat Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Semester 
Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD serta prognosis untuk 6 
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
PPKD sebagai dasar penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama 
APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun 
anggaran berkenaan berakhir. 

(7) Format Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan 
Belanja SKPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan 
Bupati dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 
Tahun 2011. 

Pasal 110 

PPKD menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dengan cara 
menggabungkan seluruh Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran 
Pendapatan dan Belanja SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun 
anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pasal 111 

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan 
berikutnya disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli 
tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai Laporan Realisasi 
Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 

Pasal 112 

(1) Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) 
bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 disampaikan 
kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli 
tahun anggaran berkenaan. 

(2) Format Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan peraturan Bupati, dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011. 
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Bagian Kedua 
Laporan Tahunan 

Pasal 113 

(1) PPK-SKPD menyiapkan Laporan Keuangan SKPD tahun anggaran 
berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan 
sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran SKPD. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada PPKD sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 114 

(1) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1) 
disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh 
Pejabat Pengguna Anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang 
berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya. 

(3) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Operasional (LO); 

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ; 

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

(4) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang 
menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem 
pengendalian intern yang memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

(5) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih 
lanjut dengan peraturan Bupati dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 

Pasal 115 

(1) PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara 
menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 124 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya 
tahun anggaran berkenaan. 

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka memenuhi 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); 

c. Neraca; 



(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

e. Laporan Arus Kas (LAK); 

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan 
disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilampiri dengan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan 
Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 
Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
disusun dari Ringkasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 
dan Laporan Kinerja Interim di lingkungan pemerintah daerah. 
Penyusunan Laporan Kinerja Interim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur 
mengenai laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah. 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilampiri dengan Surat Pernyataan Bupati bahwa pengelolaan APBD 
yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan 
sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

Format Laporan Keuangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) diatur 
lebih lanjut dengan peraturan Bupati dengan mengacu Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. 
Format Surat Pernyataan Bupati bahwa pengelolaan APBD yang menjadi 
tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem 
pengendalian intern yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan mengacu Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah dengan telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011. 
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disampaikan 
oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir. 

Pasal 116 

(1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 _ayat (1) 
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dil~an 
pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyes~aian te~hadap 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemenksaan 
BPK. 

Bagian Ketiga 
Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Pasal 117 

(1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan D~erah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta lampirannya . kepada 
DPRD _pali_gg_lamb~t 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 
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(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat Laporan Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (3), serta dilampiri dengan 
Laporan Kinerja yang telah diperiksa BPK dan Ikhtisar Laporan Keuangan 
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 118 

(1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan 
keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 126 ayat (1), BPK belum 
menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada 
DPRD. 

(2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan 
Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja 
yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK. 

(3) Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) d irinci dalam Rancangan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD. 

(4) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilengkapi dengan lampiran terdiri dari: 

a. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; 

b . Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

(5) Format Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta lampiran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(6) Jadwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pasal 119 

( 1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditentukan oleh DPRD. 

(2) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) 
bulan terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima. 

Pasal 120 

(1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah wajib dipublikasikan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan 
keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam 
lembaran daerah. 
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Bagian Keempat 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Pasal 121 

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan 
kepada Gubernur untuk dievaluasi. 

(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama 15 
(lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah 
sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi 
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 

Pasal 122 

( 1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan 
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan 
peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang­
undangan yang lebih tinggi, bupati bersama DPRD melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya hasil evaluasi. 

(2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan 
Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi 
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud. 

BAB XI 
PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD 

Bagian Pertama 
Pengendalian Defisit APBD 

Pasal 123 

(1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber 
pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah 
tentang APBD. 

(2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan 
pembiayaan netto. 
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Pasal 124 

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan: 

a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) daerah tahun sebelumnya; 

b. pencairan dana cadangan; 

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. penerimaan pinjaman; dan/ atau 

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman. 

Bagian Kedua 
Penggunaan Surplus APBD 

Pasal 125 

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah tentang APBD. 

Pasal 126 

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, 
pembentukan dana cadangan, dan/ atau pendanaan belanja peningkatan 
jaminan sosial. 

BAB XII 
KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN 

Bagian Pertama 
Pengelolaan Kas Umum Daerah 

Pasal 127 

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui 
rekening kas umum daerah 

Pasal 128 

(1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka rekening kas 
umum daerah pada bank yang ditentukan oleh Bupati. 

(2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, 
kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening 
pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
untuk menampung penerimaan daerah setiap hari. 

(4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap 
akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum 
Daerah. 

(5) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah. 

(6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk 
membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD. 
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Pasal 129 

(1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas 
dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga 
dan/ atau jasa giro yang berlaku. 

(2) Bunga dan/ atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah. 

Pasal 130 

(1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum 
didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang 
bersangkutan. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja 
daerah. 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Piutang Daerah 

Pasal 131 

(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, 
dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah 
diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. 

(2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis 
tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, 
diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat 
dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara 
penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan. 

Pasal 132 

(1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari 
pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang 
negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara 
penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang­
undangan. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut 
piutang Pemerintah daerah ditetapkan oleh : 

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah); 

b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan Investasi Daerah 

Pasal 133 

Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka 
panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat 
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Pasal 134 

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 
merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk 
dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. 

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, 
merupakan investasi yang dimaksud untuk dimiliki lebih dari 12 (dua 
belas) bulan. 

Pasal 135 

(1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) 
terdiri dari investasi permanen dan non permanen. 

(2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan 
untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan 
atau ditarik kembali. 

(3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat 
untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. 

Pasal 136 

Pedoman investasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 145 ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri. 

Bagian Keempat 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pasal 137 

(1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya 
yang sah. 

(2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup: 

a. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan/ atau yang sejenis; 

b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan 
kerja sama pemanfaatan barang milik daerah; 

c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan 
perundang-undangan; 

d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan. 

Pasal 138 

( 1) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan 
terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, 
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, 
penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan. 

(2) Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan 
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. 





Bagian Kelima 
Pengelolaan Dana Cadangan 

Pasal 139 

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai 
kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu 
tahun anggaran. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 

(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup 
penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis 
program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut. 

(4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman 
daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk 
pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

(5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi 
penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggruran yang bersangkutan. 

Pasal 140 

(1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) 
ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola.oleh PPKD. 

(2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
digunakan sesuai dengan peruntukkannya, dana tersebut dapat 
ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko 
rendah. 

(3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) menambah dana cadangan. 

(4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari laporan Pertanggungjawaban APBD. 

Bagian Keenam 
Pengelolaan Utang Daerah 

Pasal 141 

(1) Bupati dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. 

(2) PPKD menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan 
Pinjaman Daerah. 

(3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran 
belanja daerah. 

Pasal 142 

(1) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) 
tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh 
undang-undang. 

(2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak 
yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhir 
masa kadaluwarsa. ·--·-·-·---------...... 
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(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk 
pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah. 

Pasal 143 

Pinjaman daerah bersumber dari: 

a. Pemerintah; 

b. Pemerintah Daerah lain; 

c. Lembaga Keuangan Bank; 

d. Lembaga keuangan bukan Bank; dan 

e. Masyarakat. 

Pasal 144 

(1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah setelah 
mendapat persetujuan dari menteri keuangan. 

(2) Persetujuan menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam ncgeri. 

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang­
kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah yang akan 
diterbitkan. 

(4) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan 
pembiayaan. 

(5) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga 
dalam anggaran belanja daerah. 

Pasal 145 

Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB XIII 
PEMBINAAN, PENGENDALIAN INTERN DAN PENGAWASAN 

Bagian Pertama 
Pembinaan 

Pasal 146 

Pembinaan pengelolaan keuangan daerah dikoordinasikan Menteri Dalam 
Negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Pengendalian Intern 

Pasal 147 

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, tranparansi, dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan 
sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah. 

(2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

S~ !~ m:rn:-; :~T Dll.[P.f;,H l{/i~UPt,T EN 1-;AUR 
D f:, r:: I /\ : l f: U ,( IJ f,1 ·-···-···--· .. ·•---r---c:-..,....,,., 

'ir:UJl ;::. :~::-,,~: [',,:,N P,:\RAF 
Dl i~~ITi ;·~- .... ~~,f.l,:' 



.+@m1mmmm1111mm1111111111•,~-

Bagian Ketiga 
Pengawasan 

Pasal 148 

(1) Untuk meningkatkan efisiensi d fi k . 
daerah, Bupati menugaskan I an ~; tifitas dalam pengelolaan keu 

Pemerintah lainnya untuk melakunspke orat a~u Ap~at Pengawas Ir 
an pemenksaan mtem 

(2) Perencanaan dan pelaksanaan . . · 
ayat ( 1) ditetapkan oleh Bupati. pemenksaan sebaga1mana dimaksud 

(
3

) H
8

asil ~emeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaporkan k 
upati. 

(4) Pemerik~aan ekstern pengelolaan dan pertanggungjawaban keu 

daerah dllakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-unda 

BAB XIV 
KERUGIAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 149 

( 1} Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tak langsung s, 

akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti ole] 

bersalah dan atau lalai. 

(2) Setiap Pemimpin Perangkat Daerah dan Sekretaris DPRD wajib 

melaporkan kepada Bupati setiap terjadi kerugian keuangan c 

dilingkungannya. 

(3) Bupati wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan atau tuntutaJ 

rugi atas setiap kerugian keuangan daerah yang diakibatkar 

perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Ke'l 

Daerah. 

(4) Penyelesaian kerugian sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dila 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlai 

Paaa1 150 

Untuk setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan , 

dikenakan sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana sesuai c 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 151 

( 1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar l 

atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai , 

ketentuan perundang-undangan. 

(2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lai 

karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiba 

dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerat 

mengganti kerugian tersebut. 

(3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, 

mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian 
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Pasal 152 

(1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD 
ke~ada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari 
kerJa setelah kerugian daerah itu diketahui. 

(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, 
pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata 
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, segera dimintakan surat 
pernyataan kesanggupan dan/ a tau pengakuan bahwa kerugian terse but 
menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah 
dirnaksud. 

(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh 
atau tidak dapat rnenjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera 
mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian 
sementara kepada yang bersangkutan. 

Pasal 153 

(1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat 
lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada <la.Yam 
pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan 
penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang mernperoleh 
hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, 
yang berasal dari bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau 
pejabat lain yang bersangkutan. 

(2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris untuk 
mernbayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan 
pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai 
negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau 
sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang 
bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, 
pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat 
yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah. 

Pasal 154 

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam 
peraturan daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan 
milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri 
sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan daerah ini 
berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain 
yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah sepanjang tidak 
diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. 

Pasal 155 

(1) Bendahara,. pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang 
telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi 
adrninistratif dan/ atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang­
undan an. 



(2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri 
sipil bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang 
bersangkutan dari tuntutan ganti rugi. 

Pasal 156 

Kewajiban bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain 
untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) 
tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) 
tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi 
terhadap yang bersangkutan. 

Pasal 157 

(1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh 
BPK. 

(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK 
menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 158 

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan 
bendahara ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 159 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah 
diatur dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan. 

BAB XV 
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) 

Pasal 160 

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk: 

a. menyediakan barang dan/ataujasa untuk layanan umum. 

b. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/ atau 
pelayanan kepada masyarakat. 

Pasal 161 

(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa. 

(2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta 
dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan 
BLUD yang bersangkutan. 

Pasal 162 

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis 
dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan 
an bersan kutan. 
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Pasal 163 

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan 
lain. 

Pasal 164 

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja 
BLUD yang bersangkutan. 

Pasal 165 

Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh 
Peraturan Bupati dengan mengacu peraturan Menteri Dalam Negeri dan/ a tau 
Menteri Keuangan. 

BAB XVI 
PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 166 

(1) Berdasarkan peraturan daerah, Bupati menetapkan peraturan Bupati 
tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. 

(2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, 
penatausahaan dan akuntansi, pelaporan; pengawasan dan 
pertanggungjawaban keuangan daerah. 

(3) Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memuat tata cara 
penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUD, kuasa BUD, pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan 
bendahara pengeluaran berhalangan. 

BAB XVII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 167 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten 
Kaur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah di Lingkunga~ Pemerintah Kabupaten Kaur dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

BAB XIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 168 

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 169 

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015. 

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Kaur. 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal /3 ;=e/J1Vqf'1 ' 2015 

· ~ BUPATI ~UR, / 

~ 
HERMEN MALIK 

Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal ll.j 'f7bl'UCll'f 2015 
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